SALINAN

PERATURAN LURAH TIRTOMULYO
NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOMULYO

Menimbang : a. bahwa Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tirtomulyo sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan
secara terbuka dan  bertanggungjawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Kalurahan;

b. bahwa Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tirtomulyo Tahun Anggaran
2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tirtomulyo Tahun Anggaran 2023 yang disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Kalurahan berdasarkan  prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1911 tentang

Mengingat
Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-
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Undangan (Lembaran Negara Republi ;
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan ]I),eml:)kar;:lldlg;l;:;:
Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
5687);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
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Nomor 57, Tambahan Lembaran .
Indonesia Nomor 5864); Negara «Republik
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barag/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 110);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Mentri Desa, Pembanguna Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemerdayaan Masyrakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus
Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan
(Berita daerah daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2020 Nomor 100);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 8 Tahun
2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019
tentang Penanggulangan Stunting;
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22. Peraturan Bupati Bantul Nomor

tentang Siklusl’)l‘ahunan Desa; *e Tehom 2019
Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan  Kalurahan  (Berita  Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022
Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022
Tentang Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
Peraturan Kalurahan Tirtomulyo No 4 Tahun 2023
Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Tahun 2023;
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28. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo No 5 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

LURAH TIRTOMULYO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN  TIRTOMULYO  TAHUN
ANGGARAN 2023
Pasal 1

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Semula Menjadi Bertambah/
Berkurang
Pendapatan Kalurahan 4.426.134.854 | 4.695.269.963 | 269.135.109
2 | Belanja
a. Bidang Pemerintahan 1.891.889.162 | 2.139.568.866 | 247.679.144
b. Bidang Pembangunan | 1.848.291.300 | 1.889.726.500 | 41.435.200
c. Bidang Pembinaan 188.517.250 | 201.774.750 | 13.257.500
Masyarakat
d. Bidang Pemberdayaan | 448.662.000| 427.613.000 | (21.049.000)
M.asyarakat
e. Bidang 144.000.000 144.000.000 0,00
Penanggulangan
Bencana Keadaan




Darurat
Total Belanja 4.521.359.712 | 4.802.682.556 | 281.322.844
Surplus/ Defisit (95.224.858) | (107.412.593) | (12.187.735)
3 Pembiayaan Kalurahan
a. Penerimaan 95.224.858 107.412.593 12.187.735
Pembiayaan
Pembiayaan Netto 95.224.858 107.412.593 12.187.735
Silpa Lebih Pembiayaan 0,00 0,00 0,00

Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
dimaksud pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Lurah ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun

oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan Pelaksana Kegiatan.

Diundangkan : di Tirtomulyo
Pada ggal : 26 September 2023
Carik |[Tirtomulyo

Mukhlison Afandi
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